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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ ©% /Satpol.PP & Damkar/PS/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PRAMU KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dirasa
perlu Penunjukan tenaga sebagai Pramu Kantor, Tahun Anggaran
2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77} jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan l{edqa Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang F'emenntaha?
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 P;'::;;I'm
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintalh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomaor 140, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor -4578).

Pernturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinanan dan Pengnwasan Penvelengegarnan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negnra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2023,

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021
Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/17/Kpts/BPT-
PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023.

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 333.1 /01/ Kpts/
Pol.PP &PK /2022 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Pramu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

- Pramu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Ke

Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang namanya sebagaimana
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

bakaran

Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum

khesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : 4 _
. inasi
1. Menerima tamu pimpinan dengan baik dan mengkoordl
dengan pimpinan.



2, Memporsiapkan kelancarmn scarn toget) Busjungsn lama veng
dindakan di Sntunee Polisi Paenongg Pragi den Pemadbing Kelikainn
Kabupalen Pesisr Selatnn

3. Mengantar sural mamak ke pimpinan dan menyetabilonn sorat ysrg
telah di disposiai pimpinan ke Kazubop Limum fSekeelnring

4. Menyiapkan makanan/minuman tarma gdmgeonn don pispoal i
dan merapikan keembali,

5. Mematuhi dan menjalankan porintah lainnya dan itasan

KETICA ‘Kepada Pramu Handor Satunn Pelist Pamong Prgn dee Pemaidam
Kebakaran sebagaimana dimaksod Diktum Kesatu dilberikon upal
kerja sebesar, Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Bupiah) Per Grang netip

bulannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikelunrkannyn Keputusan ind
dibebankan kepada Anggaran Pendapstan dan Belpsgn Daermh
Rabupaten Pesisir Selalan Tahun Anggaran 2023 pada DA Satusn
Polisi Pamong Prajs dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisie
Selatan,

KELIMA : Keputusan ini mulai berfaku terhitung mulal tanggal ditetaphkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penelagan
Keputusan ini akan diperbatki kembali schagaimana mestinya,

Ditctapkan di ; Painan
pada tangeal : oiJanuar 2023

b
ot

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspekiur Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan di Paiman.

3. DBadan Penpeioln Kevangan Dacmh Knbupaten Pesisir Selntan di Paiosun
4, Sdri, Pramu Kanior yang berspngkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIS] PAMONG FPRAJA DAN
PEMADAM KEEAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR @ 332.1/ 8 / Satpol.PP & Dambkar/P8/2023
TANGGAL @ i Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKEAN PRAMU HANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARKARAN
HKABUPATEN PESISIR SELATAN.

[NOT NAMA A — JABATAN I RET

I [ GUSMALIZA | Pramu_Kamtor Sstwn Folis Pamong Praja dan
Pemadam Kebakarn Kabupaten Pesisr Sclatan

2 | ATU WULANDARI Pramu Kamiod Satuam Polisi Pamong Praga dan |
| Pemadam kebakaran Kabapaten Pesssir Sclatan

HEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
- FEMADAM HEBAKARAN
I15IR SELATAN




